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	LEMBAR PERNYATAAN
	OPTIMALISASI SANKSI PIDANA TERHADAP PELANGGARAN DIBIDANG KETENAGAKERJAAN SEBAGAI UPAYA PENYELESAIAN PERSELISIHAN HUBUNGAN INDUSTRIAL
	LEMBAR PENGESAHAN DEKAN
	ABSTRAK
	Sanksi pidana pada dasarnya bersifat ultimum remedium, tetapi mengingat keberadaan sanksi tersebut agar para pengusaha mampu menjalankan perusahaannya dengan melindungi dan memenuhi hak pekerja, maka sanksi pidana tepat diterapkan menggunakan prinsip ...
	Penyusunan skripsi ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif, yaitupenelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder sebagai bahan dasar untuk diteliti dengan cara mengadakan penelusuran terhadap peraturan-...
	Penerapan sanksi pidana terhadap pelanggaran dibidang ketenagakerjaan sebagai upaya penyelesaian perselisihan hubungan industrial di PT.PBS belum sesuai dengan amanat Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 dan hokum ketenagakerjaan. Pelaksanaan sanksi pidana terh...
	Kata kunci : Sanksi Pidana, Perselisihan Hubungan Industrial

	ABSTRACT
	KATA PENGANTAR
	DAFTAR ISI
	BAB I
	PENDAHULUAN
	A. Latar Belakang Penelitian
	B. Identifikasi Masalah

	Berdasarkan uraian di atas, agar lebih terarah dan fokus, maka penulis membatasi permasalahan sebagai berikut:
	1. Apakah penerapan sanksi pidana terhadap pelanggaran di bidang ketenagakerjaan sebagai upaya penyelesaian perselisihan hubungan industrial di PT. PBA  telah sesuai dengan amanat Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 dan hukum ketenagakerjaan?
	2. Mengapa penerapan sanksi pidana terhadap pelanggaran di bidang ketenagakerjaan sebagai upaya penyelesaian perselisihan hubungan industrial belum optimal pelaksanaannya?
	3. Bagaimana upaya optimalisasi sanksi pidana terhadap pelanggaran di bidang ketenagakerjaan sebagai upaya penyelesaian perselisihan hubungan industrial di masa yang akan datang?
	C. Tujuan Penelitian

	1. Untuk mengetahui, mengkaji dan menganalisis penerapan sanksi pidana terhadap pelanggaran di bidang ketenagakerjaan sebagai upaya penyelesaian perselisihan hubungan industrial di PT. PBA telah sesuai dengan amanat Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 dan huku...
	2. Untuk mengetahui, mengkaji dan menganalisis alasan penerapan sanksi pidana terhadap pelanggaran di bidang ketenagakerjaan sebagai upaya penyelesaian perselisihan hubungan industrial belum optimal pelaksanaannya.
	3. Untuk mengetahui upaya optimalisasi sanksi pidana terhadap pelanggaran di bidang ketenagakerjaan sebagai upaya penyelesaian perselisihan hubungan industrial di masa yang akan datang.
	D. Kegunaan Penelitian

	1. Kegunaan Teoritis
	a. Dengan adanya penelitian ini penulis berharap mendapat pengetahuan dan pemahaman terkait hukum pidana, khususnya tentang tindak pidana yang ada dalam bidang ketenagakerjaan.
	b. Dengan penelitian ini penulis berharap dapat melihat seberapa jauh hukum melindungi para pekerja khususnya tentang tindak pidana yang ada dalam bidang ketenagakerjaan.
	2. Kegunaan Praktis
	a. Penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi mahasiswa dalam mengaplikasikan ilmu yang didapat selama perkuliahan terkait hukum pidana khususnya tindak pidana yang ada dalam hukum ketenagakerjaan.
	b. Penelitian ini diharapkan dapat berguna khususnya untuk pekerja PT. PBA.
	E. Kerangka Pemikiran
	F. Metode Penelitian
	1. Spesifikasi Penelitian
	Spesifikasi penelitian dalam penulisan ini adalah deskriftif analitis.
	Deskriptif analitis merupakan metode yang dipakai untuk menggambarkan suatu kondisi atau keadaan yang sedang terjadi atau berlangsung yang tujuannya agar dapat memberikan data seteliti mungkin mengenai objek penelitian sehingga mampu menggali hal-hal ...
	Dalam penelitian ini hal tersebut dilakukan dengan menguraikan hal-hal tentang status hukum dan perlindungan hukum yang didalamnya terdapat sanksi pidana bagi siapapun yang menghalangi pekerja untuk melakukan aksi mogok kerja, yang kemudian menganalis...
	2. Metode Pendekatan
	Penulis menggunakan medote pendekatan secara yuridis normatif, dibantu yuridis sosiologis. Menurut Soerjono Soekanto pendekatan yuridis normatif yaitu : 21F
	penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder sebagai bahan dasar untuk diteliti dengan cara mengadakan penelusuran terhadap peraturan-peraturan dan literatur-literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang di...
	sehingga dapat diperoleh pengetahuan yang sesuai dengan norma atau kaidah yang berlaku tentang hubungan antara peraturan yang satu dengan peraturan lain dan implementasi dilapangan. Sementara metode yuridis sosiologis penulis gunakan mengingat salah s...
	3. Tahap Penelitian
	Tahapan penelitian ini dimulai dari penulis menetapkan tujuan penelitian yang jelas, selanjutnya membuat rumusan masalah dengan dasar berbagai teori dan konsep yang ada guna mendapatkan data sekunder dengan cara melakukan penelitian kepustakaan atau r...
	Berdasarkan penjelasan diatas penelitian ini termasuk kedalam penelitian kepustakaan. Adapun dalam tahapan penelitian yaitu penelitian kepustakaan, dilakukan dengan tujuan untuk meneliti, mengkaji, dan memahami data sekunder yang berupa:
	a. Bahan Hukum Primer
	Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang mengikat atau  membuat orang taat pada hukum seperti peraturan perundang-undangan. Bahan hukum primer dalam penelitian ini meliputi Undang-Undang Dasar Tahun 1945, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-...
	b. Bahan Hukum Sekunder
	Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang tidak mengikat tetapi menjelaskan hukum primer melalui pendapat atau pikiran para ahli yang secara khusus mempelajari bidang tertentu, sehingga dapat membantu penulis untuk menganalisis dan memahami baha...
	c. Bahan Hukum Tersier
	Bahan hukum tersier adalah bahan-bahan yang ada keterkaitannya dengan pokok permasalahan sebagai penunjang untuk melengkapi data penelitian sehingga memberikan pemahaman dan pengertian atas bahan hukum lainnya, antara lain artikel, berita dari interne...
	4. Teknik Pengumpulan Data
	Penelitian ini penulis menggunakan teknik pengumpulan data sesuai metode pendekatan yaitu melalui studi kepustakaan dengan cara mengkaji dan meneliti data dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier dengan tujuan agar penuli...
	5. Alat Pengumpulan Data
	Menurut Sugiyono teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data.24F  Dalam melalukan penelitiannya penulis menggunakan 2 teknik pengumpulan data yaitu Tekni...
	a. Alat tulis, digunakan untuk mencatat bahan-bahan yang diperlukan kedalam buku catatan;
	b. Komputer, digunakan untuk mengetik dan menyusun bahan-bahan yang telah melalui tahapan-tahapan infentarisasi dan sistematisasi.
	c. Flash disk, digunakan untuk penyimpanan data.
	6. Analisis Data
	Terhadap penelitian ini penulis melakukan analisis data dengan metode yuridis kualitatif. Menurut Bogdan dan Biglen dalam Moleong :
	Analisis data kualitatif adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mensintesiskan, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dip...
	Berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai hukum positif dengan menyesuaikan pada fakta-fakta dan data-data yang didapat di lapangan  untuk mencapai kepastian hukum tentang permasalahan yang diteliti.
	7. Lokasi Penelitian
	a. Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Pasundan, Jl. Lengkong Dalam No. 17 Bandung;
	b. Kantor Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi  Kabupaten Bandung Barat, Kantor Pemerintahan Daerah Kabupaten Bandung Barat, Ged. B Jl. Padalarang - Cisarua km 2 Ds. Mekarsari Kec. Ngamprah Kabupaten Bandung Barat

	BAB II KAJIAN PUSTAKA
	A. Hukum Pidana, Tindak Pidana, Sanksi Pidana, Dan Jenis Sanksi Pidana
	1. Pengertian Hukum Pidana


	Menurut Van Kan, hukum adalah keseluruhan aturan hidup yang bersifat memaksa untuk melindungi kepentingan manusia di dalam masyrakat.28F  E. Utrecht dalam bukunya Pengantar Dalam Hukum Indonesia, hukum adalah himpunan petunjuk hidup, perintah, dan lar...
	2. Pengertian Tindak Pidana
	3. Sanksi Pidana
	4. Jenis Sanksi Pidana
	B. Hubungan Industrial Dan Perselisihan Hubungan Industrial
	1. Hubungan Industrial


	Suatu sistem yang terbentuk antara pelaku dalam proses produksi barang dan jasa (pekerja, pengusaha dan pemerintah) yang didasarkan kepada nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, yang tumbuh dan berkembang di atas kepribadian bangsa dan ke...
	Dalam Pasal 1 angka 16 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan disebutkan pengertian istilah hubungan industrial adalah : 47F
	Suatu sistem hubungan yang terbentumk antara pelaku dalam proses produksi barang dan/atau jasa yang terdiri dari unsur pengusaha, pekerja/buruh, dan pemerintah yang didasarkan pada nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesi...
	Dari beberapa pengertian diatas dalam hubungan industrial terdapat tiga komponen yaitu: pekerja/buruh, pengusaha dan pemerintah yang masing-masing mempunyai kepentingan saling keterkaitan. Untuk pekerja/buruh perusahaan merupakan tempat untuk bekerja ...
	Ruang lingkup hubungan industrial menurut Heidjrahman, adalah bahwa hubungan industrial secara garis besarnya dibedakan menjadi dua, yaitu masalah man power marketing dan masalah man power management. Ruang lingkup hubungan industrial, baik yang menya...
	Indonesia menganut sistem hubungan industrial yang berdasarkan Pancasila, Hubungan industrial Pancasila, adalah sistem hubungan yang terbentuk antara para pelaku dalam proses produksi barang dan  jasa (pekerja, pengusaha, pemerintah) yang didasarkan a...
	Pengertian di atas jelas bahwa hubungan industrial Pancasila meng hendaki para pihak yang terlibat di dalamnya melakukan suatu tindakan apa pun harus sesuai dengan nilai Pancasila, atau jelasnya hubungan Industrial Pancasila adalah hubungan industrial...
	1. Suatu hubungan perburuhan yang didasarkan atas asas Ketuhanan Yang Maha Esa;
	2. Perselisihan Hubungan Industrial

	Menurut Pasal 1 angka 22 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan jo Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, merumuskan bahwa :53F
	Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, prosedur penyelesaian perselisihan hubungan industrial ditempuh dalam empat tahap, yaitu58F  :
	1. Bipartit;
	Lingkup penyelesaian perselisihan hubungan industrial melalui bipartit meliputi keempat jenis perselisihan, yakni perselisihan hak, perselisihan kepentingan, perselisihan pemutusan hubungan kerja, dan perselisihan antara serikat pekerja/ serkat buruh ...
	2. Konsiliasi atau Arbitrase;
	a. Konsiliasi
	Lingkup penyelesaian perselisihan hubungan industrial melalui konsiliasi meliputi tiga jenis perselisihan, yakni perselisihan kepentingan, perselisihan PHK, dan perselisihan antara serikat pekerja/serikat buruh dalam satu perusahaan.
	b. Arbitrase
	Lingkup penyelesaian perselisihan hubungan industrial melalui arbitrase meliputi dua jenis perselisihan, yakni perselisihan kepentingan dan perselisihan antara serikat pekerja/serikat buruh dalam satu perusahaan (Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 2...
	3. Mediasi;
	Lingkup penyelesaian perselisihan hubungan industrial melalui mediasi meliputi keempat jenis perselisihan, yakni perselisihan hak, perselisihan kepentingan, perselisihan pemutusan hubungan kerja, dan perselisihan antara serikat pekerja/serikat buruh d...
	4. Pengadilan Hubungan Industrial
	Dalam hal tidak tercapai penyelesaian melalui konsiliasi atau mediasi, salah satu pihak atau para pihak dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan Hubungan Industrial. Yang perlu diingat bahwa penyelesaian perselisihan hubungan industrial melalui peng...
	Tabel 2.2
	Kelembagaan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial,
	Lingkup Kewenangan, dan Jangka waktu Penyelesaiannya
	Yang perlu dicermati bahwa upaya penyelesaian di luar pengadilan ternyata memiliki keterkaitan dengan mekanisme penyelesaian melalui pengadilan. Hal ini dapat dilihat dalam ketentuan Pasal 83 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 Tentang Penyelesa...
	Pengajuan gugatan yang tidak dilampiri risalah penyelesaian melalui mediasi atau konsiliasi, maka hakim Pengadilan Hubungan Industrial wajib mengembalikan gugatan kepad penggugat.
	Artinya, sebelum para pihak mengajukan gugatan ke Pengadilan Hubungan Industrial, maka terlebih dahulu harus menempuh upaya penyelesaian diluar pengadilan (diantaranya mediasi atau konsiliasi).
	C. Jenis-Jenis Tindak Pidana Dibidang Ketenagakerjaan Menurut UU Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan

	Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39) memiliki dua jenis tindak pidana dibidang ketenagakerjaan yaitu tindak pidana kejahatan atau rechtsdelicten dan tindak pidana pelanggara...
	a. Barang siapa melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74, dikenakan sanksi pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling sedikit Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling ban...
	Adapun isi dari Pasal 74 ayat (1), yaitu “Siapapun dilarang mempekerjakan dan melibatkan anak pada pekerjaan-pekerjaan yang terburuk.”
	b. Barang siapa melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 167 ayat (5), dikenakan sanksi pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling sedikit Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan p...
	Adapun isi dari Pasal 167 ayat (5), yaitu :
	Dalam hal pengusaha tidak mengikutsertakan pekerja/buruh yang mengalami  Pemutusan hubungan kerja karena usia pensiun pada program pensiun maka pengusaha wajib memberikan kepada pekerja/buruh uang pesangon sebesar 2 (dua) kali ketentuan Pasal 156 ayat...
	Pasal 156 ayat (2), yaitu :
	Perhitungan uang pesangon yang wajib dibayarkan pengusaha paling sedikit sebagai berikut:
	a) Masa kerja kurang dari 1 (satu) tahun, 1 (satu) bulan upah;
	b) Masa kerja 1 (satu) tahun atau lebih tetapi kurang dari 2 (dua) tahun, 2 (dua) bulan upah;
	c) Masa kerja 2 (dua) tahun atau lebih tetapi kurang dari 3 (tiga) tahun, 3 (tiga) bulan upah;
	d) Masa kerja 3 (tiga) tahun atau lebih tetapi kurang dari 4 (empat) tahun, 4 (empat) bulan upah;
	e) Masa kerja 4 (empat) tahun atau lebih tetapi kurang dari 5 (lima) tahun, 5 (lima) bulan upah;
	f) Masa kerja 5 (lima) tahun atau lebih tetapi kurang dari 6 (enam) tahun, 6 (enam) bulan upah;
	g) Masa kerja 6 (enam) tahun atau lebih tetapi kurang dari 7 (tujuh) tahun, 7 (tujuh) bulan upah;
	h) Masa kerja 7 (tujuh) tahun atau lebih tetapi kurang dari 8 (delapan) tahun, 8 (delapan) bulan upah;
	i) Masa kerja 8 (delapan) tahun atau lebih, 9 (sembilan) bulan upah.
	Pasal 156 ayat (3) :
	Perhitungan uang penghargaan masa kerja yang wajib dibayarkan pengusaha ditetapkan sebagai berikut:
	a) Masa kerja 3 (tiga) tahun atau lebih tetapi kurang dari 6 (enam) tahun, 2 (dua) bulan upah;
	b) Masa kerja 6 (enam) tahun atau lebih tetapi kurang dari 9 (sembilan) tahun, 3 (tiga) bulan upah;
	c) Masa kerja 9 (sembilan) tahun atau lebih tetapi kurang dari 12 (dua belas) tahun, 4 (empat) bulan upah;
	d) Masa kerja 12 (dua belas) tahun atau lebih tetapi kurang dari 15 (lima belas) tahun, 5 (lima) bulan upah;
	e) Masa kerja 15 (lima belas) tahun atau lebih tetapi kurang dari 18 (delapan belas) tahun, 6 (enam) bulan upah;
	f) Masa kerja 18 (delapan belas) tahun atau lebih tetapi kurang dari 21 (dua puluh satu) tahun, 7 (tujuh) bulan upah;
	g) Masa kerja 21 (dua puluh satu) tahun atau lebih tetapi kurang dari 24 (dua puluh empat) tahun, 8 (delapan) bulan upah;
	h) Masa kerja 24 (dua puluh empat) tahun atau lebih, 10 (sepuluh) bulan upah.
	Pasal 156 ayat (4) :
	Uang penggantian hak yang seharusnya diterima meliputi:
	a) Cuti tahunan yang belum diambil dan belum gugur;
	b) Biaya atau ongkos pulang untuk pekerja/buruh dan keluarganya ke tempat dimana pekerja/buruh diterima bekerja;
	c) Penggantian perumahan serta pengobatan dan perawatan ditetapkan 15% (lima belas perseratus) dari uang pesangon dan/atau uang penghargaan masa kerja bagi yang memenuhi syarat;
	d) Hal-hal lain yang ditetapkan dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan atau perjanjian kerja bersama.
	c. Barang siapa melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat  (1) Dan ayat (2), Pasal 68, Pasal 69 ayat (2), Pasal 80, Pasal 82, Pasal 90 ayat (1), Pasal 143, dan Pasal 160 ayat (4) dan ayat (7), dikenakan sanksi pidana penjara paling ...
	Adapun bunyi dari pasal-pasal yang ada dalam ketentuan tersebut adalah sebagi berikut :
	Pasal 42 ayat (1), yaitu :
	Setiap pemberi kerja yang mempekerjakan tenaga kerja asing wajib memiliki izin tertulis dari Menteri atau pejabat yang ditunjuk.
	Pasal 42 ayat (2), yaitu :
	Pemberi kerja orang-perseorangan dilarang mempekerjakan tenaga kerja asing.
	Pasal 68, yaitu :
	Pengusaha dilarang mempekerjakan anak.
	Pasal 69 ayat (2)
	Pengusaha yang mempekerjakan anak pada pekerjaan ringan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus memenuhi persyaratan:
	a) Izin tertulis dari orang tua atau wali;
	b) Perjanjian kerja antara pengusaha dengan orang tua atau wali;
	c) Waktu kerja maksimum 3 (tiga) jam;
	d) Dilakukan pada siang hari dan tidak mengganggu waktusekolah;
	e) Keselamatan dan kesehatan kerja;
	f) Adanya hubungan kerja yang jelas; dan
	g) Menerima upah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
	Dalam Pasal 69 ayat (1) menerangkan bahwa ketentuan pengusaha dilarang mempekerjakan anak (Pasal 68) dapat dikecualikan bagi anak yang berumur antara 13 (tiga belas) tahun sampai dengan 15 (lima belas) tahun untuk melakukan pekerjaan ringan sepanjang...
	Pasal 80, yaitu :
	Pengusaha wajib memberikan kesempatan yang secukupnya kepada pekerja/buruh untuk melaksanakan ibadah yang diwajibkan oleh agamanya.
	Pasal 82 ayat (1), yaitu :
	Pekerja/buruh perempuan berhak memperoleh istirahat selama 1,5 (satu setengah) bulan sebelum saatnya melahirkan anak dan 1,5 (satu setengah) bulan sesudah melahirkan menurut perhitungan dokter kandungan atau bidan.
	Pasal 82 ayat (2), yaitu :
	Pekerja/buruh perempuan yang mengalami keguguran kandungan berhak memperoleh istirahat 1,5 (satu setengah) bulan atau sesuai dengan surat keterangan dokter kandungan atau bidan.
	Pasal 90, yaitu :
	Pengusaha dilarang membayar upah lebih rendah dari upah minimum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89.
	Adapun isi dari Pasal 89, yaitu :
	menyatakan bahwa upah minimum terdiri atas:
	a. Upah minimum berdasarkan wilayah provinsi atau kabupaten/kota;
	b. Upah minimum berdasarkan sektor pada wilayah provinsi atau kabupaten/kota.
	Pasal 143 ayat (1), yaitu :
	Siapapun dilarang melakukan penangkapan dan/atau penahanan terhadap pekerja/buruh dan pengurus serikat pekerja/serikat buruh yang melakukan mogok kerja secara sah, tertib, dan damai sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
	Pasal 160 ayat (4), yaitu :
	Dalam hal pengadilan memutuskan perkara pidana sebelum masa 6 (enam) bulan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) berakhir dan pekerja/buruh dinyatakan tidak bersalah, maka pengusaha wajib mempekerjakan pekerja/buruh kembali.
	Pasal 160 ayat (3) sebagaimana yang dimaksud dalam  pasal diatas adalah :
	pengusaha dapat melakukan pemutusan hubungan kerjaterhadap pekerja/buruh yang setelah 6 (enam) bulan tidak dapat melakukan pekerjaan sebagaimana mestinya karena  pekerja/buruh ditahan pihak yang berwajib karena diduga melakukan  tindak pidana bukan at...
	Pasal 160 ayat (7), yaitu :
	Pengusaha wajib membayar kepada pekerja/buruh yang mengalami pemutusan hubungan kerja sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) dan ayat (5), uang penghargaan masa kerja 1 (satu) kali ketentuan Pasal 156 ayat (3) dan uang penggantian hak sesuai ketentuan da...
	Adapun isi dari Pasal 160 ayat (3), yaitu :
	Pengusaha dapat melakukan pemutusan hubungan kerja terhadap pekerja/buruh yang setelah 6 (enam) bulan tidak dapat melakukan pekerjaan sebagaimana mestinya karena pekerja/buruh ditahan pihak yang berwajib karena diduga melakukan tindak pidana bukan ata...
	Isi dari Pasal 160 ayat (5), yaitu :
	Dalam hal pengadilan memutuskan perkara pidana  sebelum masa 6 (enam) bulan berakhir dan pekerja/buruh dinyatakan  bersalah, maka pengusaha dapat melakukan pemutusan hubungan kerja kepada pekerja/buruh yang bersangkutan.
	Selain tindak pidana kejahatan atau rechtsdelicten, dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan terdapat pula tindak pidana pelanggaran atau wetsdelicten. Berikut adalah tindak pidana pelanggaran yang ada dalam Undang-Undang Nomor ...
	a. Barang siapa melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (2) dan ayat (3), Pasal 93 ayat (2), Pasal 137, dan Pasal 138 ayat (1), dikenakan sanksi pidana penjara paling singkat 1 (satu) bulan dan paling lama 4 (empat) tahun dan/atau...
	Adapun isi dari pasal-pasal tersebut adalah sebagai berikut :
	Pasal 35 ayat (2), yaitu :
	Pelaksana penempatan tenaga kerja sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib memberikan perlindungan sejak rekrutmen sampai penempatan tenaga kerja.
	Pasal 35 ayat (3), yaitu :
	Pemberi kerja sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dalam mempekerjakan tenaga kerja wajib memberikan perlindungan yang mencakup kesejahteraan, keselamatan, dan kesehatan baik mental maupun fisik tenaga kerja
	Yang dimaksud dari Pasal 35 ayat (1) diatas adalah :”Pemberi kerja yang memerlukan tenaga kerja dapat merekrut sendiri tenaga kerja yang dibutuhkan atau melalui pelaksana penempatan tenaga kerja.”
	Pasal 93 ayat (2), yaitu :
	Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak berlaku, dan pengusaha wajib membayar upah apabila:
	a. pekerja/buruh sakit sehingga tidak dapat melakukan  pekerjaan;
	b. pekerja/buruh perempuan yang sakit pada hari pertama dan kedua masa haidnya sehingga tidak dapat melakukan pekerjaan;
	c. pekerja/buruh tidak masuk bekerja karena pekerja/buruh menikah, menikahkan, mengkhitankan, membaptiskan anaknya, isteri melahirkan atau keguguran kandungan, suami atau isteri atau anak atau menantu atau orang tua atau mertua atau anggota keluarga d...
	d. pekerja/buruh tidak dapat melakukan pekerjaannya karena sedang menjalankan kewajiban terhadap negara;
	e. pekerja/buruh tidak dapat melakukan pekerjaannya karena menjalankan ibadah yang diperintahkan agamanya;
	f. pekerja/buruh bersedia melakukan pekerjaan yang telah  dijanjikan tetapi pengusaha tidak mempekerjakannya, baik karena kesalahan sendiri maupun halangan yang seharusnya dapat dihindari pengusaha;
	g. pekerja/buruh melaksanakan hak istirahat;
	h. pekerja/buruh melaksanakan tugas serikat pekerja/serikat buruh atas persetujuan pengusaha; dan
	i. pekerja/buruh melaksanakan tugas pendidikan dari perusahaan.
	Yang dimaksud dengan Pasal 93 ayat (1) dalam Pasal tersebut  diatas   adalah: “Upah tidak dibayar apabila pekerja/buruh tidak melakukan pekerjaan”
	Pasal 137, yaitu :
	Mogok kerja sebagai hak dasar pekerja/buruh dan serikat pekerja/serikat buruh dilakukan secara sah, tertib, dan damai sebagai akibat gagalnya perundingan.
	Pasal 138 ayat (1)
	Pekerja/buruh dan/atau serikat pekerja/serikat buruh yang bermaksud Mengajak pekerja/buruh lain untuk mogok kerja pada saat mogok kerja berlangsung dilakukan dengan tidak melanggar hukum.
	b. Barang siapa melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (2), Pasal 44 ayat (1), Pasal 45 ayat (1), Pasal 67 ayat (1), Pasal 71 ayat (2), Pasal 76, Pasal 78 ayat (2), Pasal 79 ayat (1), dan ayat (2), Pasal 85 ayat (3), dan Pasal 14...
	Adapun isi dari pasal-pasal tersebut adalah sebagai berikut:
	Pasal 37 ayat (2), yaitu :
	Pelaksana penempatan tenaga kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) terdiri dari:
	a. instansi pemerintah yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan; dan
	b. lembaga swasta berbadan hukum.
	Yang dimaksud Pasal 35 ayat (1) diatas adalah :
	Pasal 44 ayat (1), yaitu:
	Pasal 45 ayat (1), yaitu:
	Pasal 67 ayat (1), yaitu:
	Pasal 71 ayat (2), yaitu:
	Pasal 76, yaitu:
	Pasal 78 ayat (2), yaitu:
	(2) Pengusaha yang mempekerjakan pekerja/buruh melebihi waktu kerja Sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib membayar upah kerja lembur
	Yang dimaksud dalam Pasal 78 ayat (1) diatas adalah:
	Pasal 79 ayat (1), dan ayat (2), yaitu:
	Pasal 85 ayat (3), yaitu :
	(3) Pengusaha yang mempekerjakan pekerja/buruh yang melakukan pekerjaan pada hari libur resmi sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) wajib membayar upah kerja lembur.
	Pasal 144, yaitu :
	(1) Terhadap mogok kerja yang dilakukan sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 140, pengusaha dilarang:
	a. mengganti pekerja/buruh yang mogok kerja dengan pekerja/buruh lain dari luar perusahaan; atau
	b. memberikan sanksi atau tindakan balasan dalam bentuk apapun kepada pekerja/buruh dan pengurus serikat pekerja/serikat buruh selama dan sesudah melakukan mogok kerja.
	c. Barang siapa melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2), Pasal 38 ayat (2), Pasal 63 ayat (1), Pasal 78 ayat (1), Pasal 108 ayat (1), Pasal 111 ayat (3),Pasal 114, dan Pasal 148, dikenakan sanksi pidana denda paling sedikit Rp...
	Adapun isi dari pasal-pasal tersebut diatas adalah sebagai berikut:
	Pasal 14 ayat (2), yaitu :
	Pasal 38 ayat (2), yaitu :
	(2) Lembaga penempatan tenaga kerja swasta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) huruf b, hanya dapat memungut biaya penempatan tenaga kerja dari pengguna tenaga kerja dan dari tenaga kerja golongan dan jabatan tertentu.
	Yang dimaksud dengan Pasal 37 ayat (1) dalam Pasal tersebut diatas adalah:
	Pasal 63 ayat (1), yaitu :
	(1) Dalam hal perjanjian kerja waktu tidak tertentu dibuat secara lisan, maka pengusaha wajib membuat surat pengangkatan bagi pekerja/buruh yang bersangkutan.
	Pasal 78 ayat (1), yaitu :
	Pasal 108 ayat (1), yaitu :
	Pasal 111 ayat (3), yaitu :
	(3) Masa berlaku peraturan perusahaan paling lama 2 (dua) tahun dan wajib  Diperbaharui setelah habis masa berlakunya.
	Pasal 114, yaitu :
	Pengusaha wajib memberitahukan dan menjelaskan isi serta memberikan naskah peraturan perusahaan atau perubahannya kepada pekerja/buruh.
	Pasal 148, yaitu :
	BAB III HASIL PENELITIAN LAPANGAN
	TENTANG
	PELANGGARAN DIBIDANG KETENAGAKERJAAN PADA PT. PBA
	A. Kronologis Terjadinya Tindak Pidana Di Bidang Ketenagakerjaan di PT. PBA

	Pada tanggal 29 September 2016 PT. PBA yang berada di kawasan industri yang ada di Kabupaten Bandung Barat mengeluarkan pengumuman bahwa karyawan yang melakukan aksi mogok kerja tidak di perbolehkan masuk kerja dan dirumahkan sampai dengan batas waktu...
	Permasalahannya dimulai dari tanggal 01 Oktober 2015, ketika para pekerja yang diwakili oleh serikat pekerjanya mengirimkan surat permintaan perundingan terkait dengan status kerja yang masih PWKT (Perjanjian Kerja Waktu Tertentu), upah yang masih dib...
	Perundingan demi perundingan terjadi antara perwakilan serikat pekerja dengan perusahaan akan tetapi selalu diakhiri dengan tidak adanya kesepakatan. Sampai pada tanggal 21 April 2016, pihak pekerja memberikan surat pemberitahuan tentang akan dilaksan...
	Mogok kerja sebagai hak dasar pekerja/buruh dan serikat pekerja/serikat  buruh dilakukan secara sah, tertib, dan damai sebagai akibat gagalnya perundingan.
	Yang dimaksud gagalnya perundingan dalam ketentuan diatas dijelaskan dalam penjelasan Pasal 137 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, yang berbunyi :
	Yang dimaksud dengan gagalnya perundingan dalam pasal ini adalah tidak tercapainya kesepakatan penyelesaian perselisihan hubungan industrial yang dapat disebabkan karena pengusaha tidak mau melakukan perundingan atau perundingan mengalami jalan buntu.
	Para pekerja dalam aksi mogok kerjanya meminta kepada perusahaan PT. PBA untuk segera mengangkat mereka menjadi karyawan PKWTT (Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu), membayarkan upah mereka sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan se...
	B. Upaya Yang Dilakukan Para Pekerja PT. PBA

	Keputusan perusahaan yang melalukan tindakan balasan terhadap para pekerja yang melakukan aksi mogok kerja tentu saja merugikan para pekerja dan akhirnya para pekerja melakukan beberapa upaya hukum sebagai bentuk ketidakpuasan terhadap apa yang dilaku...
	1. Melakukan audensi dengan pihak BPJS Kesehatan dan Ketenagakerjaan terkait dengan kepesertaan para pekerja PT. PBA, disertai dengan bukti tidak adanya pemotongan dana BPJS dalam slip upah, pertemuan tersebut mendapatkan respon positif, akan tetapi p...
	2. Melakukan audensi dengan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bandung Barat terkait dengan pengawasan dibidang ketengakerjaan yang mana pada waktu terjadinya pelanggaran ini pengawas ketenagakerjaan masih disatukan dengan Dinas Tenaga Kerj...
	3. Melakukan audensi dengan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bandung Barat dengan menghadirkan perwakilan dari PT. PBA dengan membawa bukti Nota Pengawasan dan menyampaikan arahan dari Balai Pelayanan Pengawas Ketenagakerjaan, tetapi dala...
	4. Mendatangi kantor DPRD Kabupaten Bandung Barat untuk melaporkan semua pelanggaran yang dilakukan oleh PT.PBA dan keterlibatan anggota Dewan yang melindungi pengusaha PT. PBA, hal ini sempat dilaporkan terhadap Badan Kehormatan Dewan untuk ditindakl...
	5. Langkah selanjutnya yang dilakukan oleh para pekerja adalah dengan melaporkan semua tindak pelanggaran tersebut terhadap pihak Kepolisian dengan bukti adanya tindak pidana yang termuat dalam Nota Pengawasan. Tujuannya adalah agar pengusaha mempeker...
	C. Ketentuan Terhadap Pelanggaran Yang Terjadi di PT. PBA

	Seperti yang telah diuraikan diatas bahwa memberikan tindakan balasan terhadap para pekerja yang melakukan mogok kerja yang telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan adalah sebuah tindak pidana dibidang ketenagakerjaan. Dalam Undang-Undang Nomo...
	Ketentuan Perundang-undangan yang telah mengatur hal tersebut diatas antara lain :
	1. Membayar upah di bawah ketentuan minimum, termasuk kedalam tindak pidana kejahatan dengan sanksi pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling sedikit Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan ...
	2. Menghalang-halangi, melakukan penangkapan dan atau penahanan  terhadap pekerja/buruh dan pengurus serikat pekerja/serikat buruh yang melakukan mogok kerja secara sah, tertib, dan damai sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Termas...
	3. Mengganti pekerja/buruh yang mogok kerja dengan pekerja/buruh lain dari luar perusahaan, atau memberikan sanksi atau tindakan  balasan dalam bentuk apapun kepada pekerja/buruh dan pengurus serikat pekerja/serikat buruh selama dan sesudah melakukan ...
	Optimalisasi sanksi dalam ketentuan diatas tidak akan dapat dilaksanakan dengan maksimal jika para aparat penegak hukum khusunya dibidang ketenagakerjaan tidak mempunyai kompetensi yang memadai baik secara kualitas maupun kuantitas. Hal itu tidak dapa...
	D. Hasil Penelitian Yang Terjadi Dilapangan

	Berdasarkan uraian diatas, banyak kendala yang terjadi dalam melakukan optimalisasi sanksi pidana baik itu sanksi terhadap tindak pidana pelanggaran ataupun tindak pidana kejahatan yang terjadi di PT. PBA. Kurang optimalnya sanksi yang diberikan membu...
	Tidak adanya sanksi bagi aparatur penegak hukum khususnya dalam bidang ketenagakerjaan yang tidak melaksanakan tugas dan fungsinya melakukan penegakan sanksi pidana ketenagakerjaan membuat para pengusaha dengan seenaknya melakukan pelanggaran-pelangga...
	BAB IV PEMBAHASAN
	OPTIMALISASI SANKSI PIDANA TERHADAP PELANGGARAN DIBIDANG KETENAGAKERJAAN SEBAGAI UPAYA PENYELESAIAN PERSELISIHAN HUBUNGAN INDUSTRIAL
	A. Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelanggaran Di Bidang Ketenagakerjaan Sebagai Upaya Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial Di PT. PBA Belum Sesuai dengan Amanat Pasal 27 Ayat (1) UUD 1945 dan Hukum Ketenagakerjaan
	1. Tindak Pidana Yang Dilakukan Oleh PT. PBA


	Permasalahannya dimulai dari tanggal 01 Oktober 2015, ketika para pekerja yang diwakili oleh serikat pekerjanya mengirimkan surat permintaan perundingan terkait dengan status kerja yang masih PWKT (Perjanjian Kerja Waktu Tertentu), upah yang masih dib...
	Berbicara mengenai sanksi, berarti berbicara juga mengenai tindakan pelanggaran yang dilakukan baik oleh pekerja maupun pengusaha. Kenyataan yang terjadi dilapangan terkait dengan penerapan sanksi justru lebih mudah pekerja yang mendapatkan sanksi dar...
	2. Ketentuan Yang Dilanggar Oleh PT. PBA

	Berdasarkan hasil penelitian kepustakaan yang dilakukan penulis, apa yang terjadi terhadap para pekerja PT. PBA sangat bertentanga dengan apa yang diamanatkan oleh Pancasila yaitu Sila Ke- Lima yang berbunyi : Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indon...
	Merujuk terhadap ketentuan tersebut jelas konstitusi melidungi dan memberikan jaminan kesamaan di depan hukum terkait dengan kebebasan menyampaikan pendapat yang pelaksanaannya menjadi tanggung jawab negara terutama pemerintah, hal ini dinyatakan dala...
	3. Analisa Penulis

	Indonesia adalah negara hukum dengan berdasarkan kepada Undang-Undang Dasar 1945 sebagai konstitusi negara yang mengatur semua hak dan kewajiban, baik hak dan kewajiban warga negara maupun hak dan kewajiban pemerintah. Salah satu hak warga negara diat...
	Berdasarkan ketentuan tersebut jika dihubungkan dengan penerapan sanksi pidana terhadap pelanggaran dibidang ketenagakerjaan sebagai upaya penyelesaian perselisihan hubungan industrial di PT. PBA ternyata pemerintah melalui Dinas Tenaga Kerja dan Tran...
	Demi terlaksananya pemenuhan hak yang sama didepan hukum atau equality before the law di bidang ketenagakerjaan, pegawai pengawas ketenagakerjaan sebagai salah satu penegak hukum yang mempunyai fungsi melakukan pengawasan dibidang ketenagakerjaan adal...
	Sanksi terhadap tindak pelanggaran tersebut dinilai terlalu ringan untuk pengusaha, karena jika dilihat dari Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 Tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh tepatnya Pasal 28 yang berbunyi :
	Merujuk pada Pasal tersebut, pelanggaran dibidang ketenagakerjaan yang terjadi di  PT. PBA, termasuk kedalam tindak pidana kejahatan. Hal ini dapat dilihat dari syarat mogok kerja sah yang mana dalam melakukan mogok kerja harus ada penanggung jawab, h...
	Adanya tanda tangan dari ketua dan sekretaris yang menjadi penanggung jawab dalam aksi mogok kerja tersebut jelas bahwa aksi mogok kerja tersebut adalah salah satu tugas organisasi yang siapapun tidak boleh menghalang-halangi pekerja PT. PBA untuk mel...
	Kembali terhadap permasalah kebebasan berserikat dan kebebasan menyampaikan pendapat, yang mana hal ini telah diatur dan menjadi amanat dari konstitusi negara Indonesia yaitu Undang-Undang Dasar 1945 sebagaimana tercantum dalam isi Pasal 28 Undang-Und...
	Pemerintah sebagai penanggung jawab dalam pemenuhan dan penegakan Hak Asasi Manusia khususnya di bidang ketenagakerjaan lebih tepatnya terkait dengan penegakan sanksi pidana terhadap pengusaha yang melakukan pelanggaran dibidang ketenagakerjaan terlih...
	B. Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelanggaran Di Bidang Ketenagakerjaan Sebagai Upaya Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial Belum Optimal Pelaksanaannya
	1. Eksistensi Pegawai Pengawas Ketenagakerjaan dalam Penerapan Sanksi Pidana Di Bidang Ketenagakerjaan


	a. menjamin penegakan hukum mengenai kondisi kerja dan perlindungan tenaga kerja dan peraturan yang menyangkut waktu kerja, pengupahan, keselamatan,kesehatan serta kesejahteraan, tenaga kerja anak serta orang muda dan masalah-masalah lain yang terkait;
	b. memberikan informasi tentang masalah-masalah teknis kepada pengusaha dan pekerja/buruh mengenai cara yang paling efektif untuk mentaati peraturan perundang-undangan;
	c. memberitahukan kepada pemerintah mengenai terjadinya penyimpangan atau penyalahgunaan yang secara khusus tidak diatur dalam peraturan perundangundangan yang berlaku.
	2. Penerapan Sanksi Pidana di Bidang Ketenagakerjaan Sebagai Upaya Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial
	3. Hasil Analisa Terhadap Penerapan Sanksi Pidana di Bidang Ketenagakerjaan

	Pelaksanaan tugas dan fungsi dari pengawas ketenagekerjaan dengan kewenangan sebagai penyidik pegawai negeri sipil tidak optimal. Penggunaan yang kurang tepat dalam melakukan kekuasaan penegakan hukum membuat tidak adanya jaminan terkait dengan kepatu...
	C. Upaya Optimalisasi Sanksi Pidana Terhadap Pelanggaran Di Bidang Ketenagakerjaan Sebagai Upaya Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial Di Masa Yang Akan Datang

	Pengawas ketengakerjaan yang diberikan kewenangan sebagai Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) sebagai salah satu penegak hukum dibidang ketenagakerjaan sebagaimana telah diatur dalam Pasal 182 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketena...
	Penyimpangan Norma Ketenagakerjaan berupa tindakan pidana yang berawal dari upaya menyampaikan pendapat yang dilakukan pekerja sebagai dampak dari sebuah perselisihan hubungan industrial antara pekerja dengan pengusaha, menjadi sebuah masalah penting ...
	Optimalisasi sanksi yang ada dalam peraturan perundang-undangan dibidang ketenagakerjaan adalah salah satu cara yang bisa dilakukan oleh aparat penegak hukum sebagai upaya penyelesaian perselisihan hubungan industrial. Teori relatif (deterrence) meman...
	Melakukan optimalisasi sanski pidana yang ada dalam bidang ketenagakerjaan sebagai upaya penyelesaian perselisihan hubungan industrial untuk kedepannya, upaya-upaya yang seharusnya dilakukan oleh para para penegak hukum, adalah sebagai berikut :
	a. Memberikan ilmu pengetahuan yang lebih terhadap para penegak hukum agar memiliki pemahanan yang lebih terkait dengan pentingnya optimalisasi sanski pidana yang ada dalam hukum ketenagakerjaan sebagai salah satu cara untuk menjaga kepatuhan para pen...
	b. Memperbaiki komunikasi dan koordinasi antar aparat penegak hukum khususnya pengawas ketenagakerjaan yang diberikan kewenagan sebagi Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dengan aparat kepolisian sehingga bisa berjalan satu arah dengan tujuan yang sa...
	c. Adanya jaminan kesejahteraan yang layak bagi para aparat penegak hukum khusunya dibidang ketenagakerjaan, untuk menghindari para aparat penegak hukum melakukan penyimpangan norma disaat memberikan sanksi terhadap perusahaan yang melakukan tindak pi...
	BAB V
	PENUTUP
	A. Kesimpulan

	1. Bahwa dalam penerapan sanksi pidana terhadap pelanggaran di bidang ketenagakerjaan sebagai upaya penyelesaian perselisihan hubungan industrial di PT. PBA  masih belum sesuai dengan amanat Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 dan hukum ketenag...
	2. Bahwa penerapan sanksi pidana terhadap pelanggaran di bidang ketenagakerjaan sebagai upaya penyelesaian perselisihan hubungan industrial belum optimal pelaksanaannya. Kurang optimalnya penerapan sanksi pidana dibidang ketenagakerjaan adalah dampak ...
	berlaku khusunya terkait dengan hukum ketenagakerjaan dan terkesan tebang pilih. Adanya sanksi denda yang berbentuk uang membuat celah bagi oknum penegak hukum untuk melakukan tawar menawar terkait dengan sanksi yang akan diberikan, sehingga para peng...
	3. Bahwa upaya optimalisasi sanksi pidana terhadap pelanggaran di bidang ketenagakerjaan sebagai upaya penyelesaian perselisihan hubungan industrial di masa yang akan datang harus lebih bisa dimaksimalkan lagi. Beberapa hal yang perlu diperhatikan seb...
	a. Memberikan ilmu pengetahuan yang lebih terhadap para penegak hukum agar memiliki pemahanan yang lebih terkait dengan pentingnya optimalisasi sanksi pidana yang ada dalam hukum ketenagakerjaan sebagai salah satu cara untuk menjaga kepatuhan para pen...
	b. Memperbaiki komunikasi dan koordinasi antar aparat penegak hukum khususnya pengawas ketenagakerjaan yang diberikan kewenagan sebagi Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dengan aparat kepolisian sehingga bisa berjalan satu arah dengan tujuan yang sa...
	c. Adanya jaminan kesejahteraan yang layak bagi para aparat penegak hukum khusunya dibidang ketenagakerjaan, untuk menghindari para aparat penegak hukum melakukan penyimpangan norma disaat memberikan sanksi terhadap perusahaan yang melakukan tindak pi...
	B. Saran

	Berdasarkan kesimpulan diatas, untuk mengoptimalkan sanksi pidana yang ada dalam ketenagakerjaan, maka penulis mengajukan saran sebagai berikut :
	1. Penting dibuat aturan yang mengatur sanksi tegas selain sanksi administrasi bagi pengawas ketenagakerjaan yang diberikan kewenangan menjadi penyidik pegawai negeri sipil sebagai aparat penegak hukum yang melakukan penyimpangan norma dalam melakukan...
	2. Perlu adanya perubahan aturan pelaksana yang mengatur tata cara koordinasi antara pengawas ketenagakerjaan dengan pihak kepolisian, sehingga terjadi harmonisasi dan sinkronisasi terkait dengan tugas dan kewenangannya sebagai penegak hukum dibindang...
	3. Perlu diberikan pembinaan yang berkesinambungan terhadap perusahaan-perusahaan yang ada di Kabupaten Bandung Barat dalam hal ini PT. PBA yang telah dengan sengaja melakukan tindakan pelanggaran norma ketenagakerjaan, sehingga kedepannya diharapkan ...
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